BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 98 TAHUN:20 17

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 96 TAHUN 20 17

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIA P DESA TAHUN
ANGGARAN 2018 .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12
ayat (5) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015
tentang Keuangan Desa, p erlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan,
Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018; ;

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten
dalam Lingk ungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 18 Tahun 1951 ;



10.

11.

Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang -Undang

Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari
Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di
Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bers umber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana terakhir telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016;

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;

Peratur an Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun
2016 tentang Indeks Desa Membangun;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun
2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2018;



Menetap kan :

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Tra nsfer
ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara
Pengalokasian Dana Desa

Setiap Kabupaten/Kota  dan Penghitungan
Rincia n Dana Desa Setiap Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian
Dana Desa Menurut  Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran 2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa,;

Peraturan Daerah Kabu paten Kulon Progo
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  BUPATI  TENTANG PEDOMAN
PENGGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2018.



BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Desa yang selanjutnya disi ngkat DD
adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat.

2. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

3. Prioritas Penggunaan DD adalah pilihan
kegiatan yang didahulukan dan diutamakan
daripada pilihan kegiatan lainnya untuk
dibiay ai dengan DD.

4. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut
Musdes adalah musyawarah antara BPD,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati
hal yang bersifat strategis.

5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang
undanga n yang ditetapkan oleh Kepala Desa
setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa
adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.



10.

11.

12.

13.

Rencana Kerja Pemerinta h Desa selanjutnya
disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari
RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disingkat APB Desa adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Desa.

Kewenangan berdasarkan hak  asal usul adalah
hak yang merupakan warisan yang masih
hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa
masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan
kehidupan masyarakat.

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah
kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarak at Desa yang telah
dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif
dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat
desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar
besarnya keseja hteraan masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya

mengembangkan kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat dengan
meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya
melalui  penetapan kebijakan,  program,

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai
dengan esensi masalah dan  prioritas
kebutuhan masyarakat Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan
kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang

serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang ber hubungan dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban desa.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah
keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Penyaluran adalah transfer dana dari Rekening
Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan Daerah dan membayar seluruh
pengeluaran Daerah pada bank yang ditunjuk

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat
RKD adalah rekening tempat penyimpanan
uang desa untuk menampung seluruh
penerimaan desa dan membayar seluruh
pengeluaran Desa pada bank yang ditunjuk.

Indeks Kesulitan  Geografis Desa yang
selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka
yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis
suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan
pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,
transportasi, dan komunikasi.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran DD vyang
selanjutnya disebut SiLPA DD adal ah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran DD selama 1 (satu) periode anggaran.

Indeks Desa Membangun adalah Indeks
Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan
Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks
Ketahanan Ekologi Desa.

Tipologi Desa adalah merupakan fakta,
karakteristik dan kondisi nyata yang khas
keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang
berubah berkembang dan diharapkan terjadi di
masa depan (visi Desa).



22.

23.

24.

25.

26.

27.

Desa Maju Desa Pra Sembada adalah Desa
yang memiliki potensi sumber da ya sosial,
ekonomi dan ekologi, serta kemampuan
mengelolanya untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup
manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Desa Berkembang atau Desa Madya adalah
Desa potensial menjadi Desa Maju, yang
memiliki pote nsi sumber daya sosial, ekonomi,
dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara
optimal untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan
menanggulangi kemiskinan.

Desa Tertinggal atau Desa Pra -Madya adalah
Desa yang memiliki poten si sumber daya
sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau
kurang mengelolanya dalam upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa,
kualitas hidup manusia serta mengalami
kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebu t
sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang
mengalami  kerentanan  karena  masalah
bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik
sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola
potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan
ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam
berbag ai bentuknya.

Kemiskinan adalah tidak terpenuhinya hak -
hak dasar penduduk Desa, dialami oleh laki -
laki dan perempuan, bersifat multidimensi
dengan karakter lokal Desa yang kuat.

Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan
Kawasan Perdesaan adalah upaya memben  tuk,
memperkuat dan memperluas usaha  -usaha
ekonomi yang difokuskan pada satu produk
unggulan di wilayah Desa atau di wilayah
antar -Desa yang dikelola melalui kerjasama
antar Desa.



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu
upaya mengarusutamakan penguatan

kap asitas dan kapabilitas manusia sebagai

intisari pembangunan Desa sehingga

masyarakat Desa menjadi subyek yang

berdaulat atas pilihan  -pilihan yang diputuskan
secara mandiri.

Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya
mengoptimalkan sumberdaya Desa secara
mandiri dal am rangka mewujudkan
kesejahteraan Desa.

Lingkar Budaya Desa adalah  proses
pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja

budaya swadaya, gotong royong Yyang
berdasarkan pada semangat kebersamaan,

persaudaraan dan kesadaran melakukan

perubahan dengan berdasarka n pada nilai,
norma dan semangat Pancasila.

Sekretaris Desa adalah bertindak selaku

koordinator pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa.
Badan Permusyawaratan Desa yang

selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan  pemerintahan dan  kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.



35.

36.

37.

38.
39.

40.

(1)

(2)

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepent ingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai
unsur Perangkat Daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disebut BKAD adalah BKAD
Kabupaten Kulon Progo.

Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan  yang menjadi  kewenangan
daerah otonom.

Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu
sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam
menentukan bidang dan kegiatan bagi
penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul
dan Kewenanga n Lokal Berskala Desa yang
dibiayai dari DD

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu
agar pelaksanaan pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan
sesuai perencanaan.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

BAB Il
PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan DD merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa
lainnya yang diatur melalui mekanisme APB
Desa.

Pengelolaan DD direncanakan melalui
mekanisme perencanaan vyang ditentukan
dalam Musdes melibatkan BPD, Pemerintahan
Desa, dan masyarakat dengan men gacu pada
RPJM Desa serta dituangkan dalam RKP Desa
dan APB Desa.

Pengelolaan DD harus dapat
dipertanggungjawabkan secara administratif,
teknis, dan hukum.

Setiap pengeluaran belanja yang bersumber
dari DD harus didukung dengan bukti yang
lengkap dan sah

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus mendapat pengesahan dari Sekretaris
Desa atas kebenaran material yang timbul dari
penggunaan  bukti  pengeluaran  belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak dapat dilakukan sebelum
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
ditetapkan menjadi Peraturan Desa

Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak
Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib
melaksanakan pemotongan dan/atau
pemungutan serta  menyetorkan  se luruh
penerimaan pemotongan dan/atau pemungutan
pajak pengeluaran belanja yang bersumber dari

DD ke Rekening Kas Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang -undangan .



(1)
(2)

(1)

BAB IlI
PENGALOKASIAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

DD dialokasikan kepada seluruh desa di
Daerah.

Rincian D D untuk setiap desa di Daerah Tahun
Anggaran 201 8 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengalokasian

Pasal 5

DD setiap Desa dihitung berdasark  an rincian
DD Kabupaten sebagai berikut:

a. Alokasi Dasar Kabupaten Rp.
53.622.015.000,00 (lima puluh tiga milyar
enam ratus dua puluh dua juta lima belas
ribu rupiah);

b. Alokasi Afirmasi Kabupaten Rp.
1.733.039.000,00 (Satu milyar tujuh ratus
tiga puluh tiga j uta tiga puluh sembilan
ribu rupiah); dan

c. Alokasi Formula Kabupaten Rp.
21.325.756.000,00 (dua puluh satu milyar
tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus
lima puluh enam ribu rupiah).

11
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(2)

3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

9)

DD setiap Desa dihitung secara merata dan
berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar setiap Desa;
b. Alokasi Afirmasi setiap Desa; dan
c. Alokasi Formula setiap Desa.

Alokasi Dasar setiaqp Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung
dengan cara membagi Alokasi Dasar
Kabupaten dengan jumlah Desa di Daerah.

Besaran Alokasi D asar setiap Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Rp.
616.345.000,00 (enam ratus enam belas juta
tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan cara
membagi Alokasi Afirmasi Kabupaten kepada
Desa Tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi di Daerah.

Data Desa Tertinggal sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) bersumber dari Kementerian
Keuangan.

Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yai  tu Rp.
157.549.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta

lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung
menggunakan indikator sebagai berikut :

a. jumlah penduduk setiap Desa,;

b. angka k emiskinan setiap Desa;

c. luas wilayah setiap Desa; dan

d. tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Bobot masing -masing indikator sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) sebagai berikut:



a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah

penduduk;

b. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka
kemiskinan;

c. 15% (lima belas per seratus) untuk luas
wilayah; dan

d. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk
tingkat kesulitan geografis.

(10)Besaran  Alokasi Formula setiap Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung
dengan rumus sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 * z1) + (0,50 * Zz2) +
(0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF
Kab

Keterangan

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio  jumlah penduduk

setiap Desa terhadap total
penduduk Desa di Daerah.

Z2 = rasio  jumlah penduduk
miskin setiap De sa terhadap
total penduduk miskin Desa
di Daerah.

Z3 = rasio luas wilayah setiap
Desa terhadap luas wilayah
Desa di Daerah.

Z4 = rasio IKG setiap Desa
terhadap total IKG Desa di
Daerah.
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten.
(11)Data jumlah penduduk, angka kemiskinan,

luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis

sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
bersumber dari kementerian yang berwenang

dan/atau lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang statistik.

13



BAB IV

PENYALURAN

Pasal 6

(1) Penyaluran DD dilakukan melalui bank yang
ditunjuk atau RKD.

(2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan
dari RKUD ke RKD

(3) Pemin dahbukuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja setelah DD d iterima di RKUD

(4) Penyaluran D D sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berdasarkan alokasi DD masing -
masing Desa.

(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dengan tahapan sebagai berikut:

a. Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah membuatkan tanda ter  ima sebagai
lampiran  Surat Perintah Pembayaran
untuk proses Surat Perintah Membayar
dan Surat Perintah Pencairan Dana; dan

b. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan
Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah melakukan
pemindahbukuan DD

Pasal 7

(1) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD dilakukan
secara bertahap dengan ketentuan sebagai
berikut:



(@)

3)

(4)

a. Tahap | paling cepat bulan Januari dan
paling lambat minggu ketiga bulan Juni
sebesar 20% (dua puluh per seratus) ;

b. Tahap Il paling cepat bulan Maret dan
paling lambat minggu keempat bulan Juni
sebesar 40% (empat puluh per seratus);
dan

c. Tahap lll paling cepat bulan Juli sebesar
40% (empat puluh per seratus).

Penyaluran DD dari RKUD ke RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan  setelah  Bupati  menerima
dokumen persyaratan penyaluran, sebagai
berikut :

a. Tahap | berupa Peraturan Desa tentang
APB Desa;

b. Tahap Il berupa Laporan Realisasi
Penyerapan dan Capaian Output DD Tahun
Anggaran sebelumnya ; dan

c. Tahap Il berupa Lapora n Realisasi
Penyerapan dan Capaian Output DD
sampai dengan tahap II.

Penyampaian persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui
Camat c.g Kepala BKAD dengan tembusan
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Pengendalian Pendu duk dan Keluarga
Berencana .

Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian
Output DD sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf ¢ menunjukkan rata -rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh
puluh lima per seratus) dan rata -rata capaian

output menunjukkan paling sedikit sebesar
50% (lima puluh per seratus)

15



16

()

(6)

(7)

(1)

(2)

Capaian output sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dan huruf c dihitung
berdasarkan rata -rata persentase capaian
output dari seluruh kegiatan

Penyusunan Laporan Realisasi Peny erapan dan
Capaian Output sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dan huruf ¢ dilakukan sesuai
dengan tabel referensi data bidang, kegiatan,
sifat kegiatan, uraian output, volume output,
cara pengadaan, dan capaian output

Dalam hal tabel referensi data sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi
kebutuhan input data, Kepala Desa dapat
memutakhirkan tabel referensi data dengan
mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh
kementerian/lembaga terkait

BAB V
PENUNDAAN PENYALURAN

Pasal 8
Bupati menunda penyaluran DD dalam hal :

a. belum menerima dokumen persyaratan
penyaluran;

b. terdapat sisa DD di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per
seratus); dan/atau

c. terdapat rekomendasi yang disampaikan
oleh Aparat Pengawas Internal Pemerin  tah
(APIP).

Penundaan penyaluran DD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
terhadap penyaluran DD Tahap |l tahun
anggaran berjalan sebesar sisa DD di RKD
tahun anggaran sebelumnya.



3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

(1)

Dalam hal sisa DD di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih besa r dari jumlah DD yang
akan disalurkan pada Tahap Il, penyaluran DD
Tahap Il tidak dilakukan.

Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan
Juni tahun anggaran berjalan sisa DD di RKD
tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar

dari 30% (tiga puluh per seratus ), penyaluran

DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi
sisa DD di RKUD.

Bupati melaporkan DD yang tidak disalurkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fis ik dan DD.

DD vyang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan
kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ disampaikan oleh APIP dalam
hal terdapat potensi atau telah terjadi
penyimpangan penyaluran dan/atau
penggunaan DD.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan
tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan DD sebelum batas
waktu tahapan penyaluran.

Pasal 9

Bupati meny alurkan kembali DD yang ditunda
dalam hal:

a. dokumen persyaratan telah diterima;

b. sisa DD di RKD tahun anggaran
sebelumnya kurang dari atau sama dengan
30% (tiga puluh per seratus); dan/atau

c. terdapat usulan dari APIP.
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(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Dalam hal penundaan penyaluran DD
disebab kan Bupati belum menerima dokumen
persyaratan penyaluran dan/atau terdapat

rekomendasi yang disampaikan oleh APIP
berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun

anggaran, DD tidak dapat disalurkan lagi ke

RKD dan menjadi sisa DD di RKUD.

Bupati melaporkan sis a DD di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik
dan DD.

Bupati memberitahukan kepada Kepala desa
yang bersangkutan mengenai DD yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling lambat ak hir bulan November
tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan
kembali dalam rancangan APB Desa tahun
anggaran berikutnya.

Bupati menganggarkan kembali sisa DD di
RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam rancangan APBD tahun anggaran
berikutnya sesua i dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Dalam hal sisa DD di RKUD belum disalurkan

dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan
Februari tahun anggaran berjalan, sisa DD
tersebut diperhitungkan sebagai pengurang
dalam penyaluran DD tahap Il dari RK UN ke
RKUD tahun anggaran berjalan.

Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan
penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni
tahun anggaran berjalan, Bupati
menyampaikan permintaan penyaluran sisa
DD tahap Il yang belum disalurkan dari RKUN

ke RKUD kepada Kepa la KPPN selaku KPA
penyaluran DAK Fisik dan DD paling lambat
minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran
berjalan.



(8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa DD
tahap Il dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA
penyaluran DAK Fisik dan DD menyalurkan
sisa DD Tahap Il y ang belum disalurkan dari
RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni
tahun anggaran berjalan.

(9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan
permintaan  penyaluran DD  Tahap |
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sisa DD
Tahap Il yang belum disalurkan dari RKUN ke
RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) menjadi Sisa Anggaran
Lebih pada RKUN.

BAB VI

PEMOTONGAN PENYALURAN

Pasal 10

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran DD
dalam  hal setelah  dikenakan  sanksi
penundaan penyaluran DD, masih terdapat
sisa DD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per
seratus).

(2) Pemotongan penyaluran DD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
penyaluran DD tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran

DD sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD.
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(1)

(@)

3)

(4)

(5)

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 11

Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi
Penyerapan dan Capaian Output DD setiap
tahap penyaluran kepada Bupati.

Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian
Output DD sebagaimana dim  aksud pada ayat (1)
terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian
Output DD Tahun Anggaran sebelumnya;
dan

b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian
Output DD sampai dengan Tahap Il

Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian
Output DD Tahun Anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari
tahun anggaran berjalan.

Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian
Output DD sampai dengan Tahap |l
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
disampaikan pa ling lambat tanggal 7 Juni
tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian
output setelah batas waktu penyampaian
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat 4) Kepala Desa dapat
menyampaikannya  pemutakhiran  capaian
output kepada Bupati c.q Kepala BKAD untuk
selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada
aplikasi software.



(1)

(@)

3)

(4)

()

(6)

Pasal 12

Bupati menyampaikan Laporan Realisasi
Penyaluran dan Laporan Konsolidasi Realisasi
Penyerapan dan Capaian Output DD kepada

Kepala KPPN dengan tembusan kepada

Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.

Laporan Realisasi Penyaluran dan Laporan

Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian

Output DD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Penyaluran dan Laporan
Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan
Capaian Output DD Tahun Anggaran
sebelumnya; dan

b. Laporan Realisasi Penyaluran dan Laporan
Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan
Capaian Output DD sampai dengan Tahap |I.

Laporan Realisa si Penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling
lama 14 (empat belas) hari sejak DD diterima di
RKUD

Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan
Capaian Output DD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a disampaikan paling
lambat tan ggal 14 Februari tahun anggaran
berjalan.

Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan
Capaian Output DD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b disampaikan paling
lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran
berjalan.

Laporan realisasi penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b menunjukkan
paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima
per seratus) dari DD yang diterima di RKUD
telah disalurkan ke RKD.
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(7) Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan
Capaian Output sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b menunjukkan rata -rata
realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75%
(tujuh puluh lima per seratu s) dari DD yang
diterima di RKD dan rata -rata capaian output
paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per
seratus).

(8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan huruf b dihitung
berdasarkan rata -rata persentase laporan
capaian output dari seluruh desa.

(9) Penyusunan laporan konsolidasi realisasi
penyerapan dan capaian output sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data
bidang, kegiatan, uraian output, volume
output, satuan output dan capaian output.

(10) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didelegasikan dari Bupati kepada
Kepala BKAD.

BAB VIl
PRIORITAS PENGGUNAAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

(1) Prioritas Penggunaan DD untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.



(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Prioritas  penggunaan DD  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk
membiayai pelaksanaan prog ram dan kegiatan
yang bersifat lintas bidang.

Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan
produk unggulan Desa atau kawasan
perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa
Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa
sesuai deng an kewenangan Desa .

Pembangunan sarana olahraga Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM
Desa atau BUM Desa Bersama.

DD dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas
penggun aan DD sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 3) setelah mendapat persetujuan Bu pati .

Persetujuan  Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 5) diberikan pada saat evaluasi
rancangan Peraturan Desa mengenai APB
Desa.

Prioritas penggunaaan DD  sebagaimana
dimak sud pada ayat (1) dipublikasikan kepada
masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang
publik atau ruang yang dapat diakses
masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan DD

(1)

Pasal 14

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan
DD merupaka n bagian dari perencanaan
pembangunan Desa yang sesuai dengan
kewenangan Desa dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan daerabh.
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(2) Penggunaan D D sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi prioritas kegiatan, anggaran
dan belanja Desa yang disepakati dan
dip utuskan melalui Musdes

(3) Hasil keputusan Musdes sebagaimana
dimaksud pada ayat (2 ) menjadi acuan
penyusunan RKP Desa dan APB Desa .

Bagian Ketiga

Prinsip Penentuan Prioritas Penggunaan DD

Pasal 15

Dalam menentukan prioritas penggunaan DD
didasarkan pada p rinsip:

a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan
kepentingan seluruh warga Desa tanpa
membeda -bedakan;

b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan
kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih
dibutuhkan dan  berhubungan langsung
dengan kepentingan sebagian besar
masyarakat Desa;

c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan
kewenangan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala Desa;

d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa
dan kreatifitas Masyarakat;

e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa
mengutamakan pelaksanaan secara mandiri
dengan pendayagunaan sumberdaya alam
Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan
keterampilan warga Desa dan kearifan lokal;
dan



Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan
keadaan dan kenyataan karakteristik geografis,
sosiologis, antropologis, ekonomi, da n ekologi
Desa yang khas, serta perubahan atau
perkembangan dan kemajuan Desa.

Bagian Keempat
Tipologi Desa

Pasal 16

(1) Tipologi desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf f, meliputi:

a. tipologi desa berdasarkan kekerabatan
meliputi :

1. desa geneologis y aitu suatu desa yang
ditempati oleh sejumlah penduduk
dimana masyarakatnya mempunyai
ikatan secara keturunan atau masih
mempunyai hubungan pertalian darah ;

2. desa teritorial yaitu suatu desa yang
ditempati sejumlah penduduk atas
dasar suka rela dan terbentuk menjadi
tempat pemukiman berdasarkan
kepentingan bersama; dan

3. desa campuran yaitu suatu desa
dimana penduduknya  mempunyai
ikatan keturunan dan wilayah sama

kuatnya .
b. tipologi desa berdasarkan hamparan
meliputi:

1. desa pesisir/desa pantai;

2. desa dataran renda h/lembah;
3. desa dataran tinggi; dan

4. desa perbukitan/pegunungan.
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tipologi desa berdasarkan pola permukiman
meliputi desa dengan permukiman:

1. menyebar;

2. melingkar;

3. mengumpul; dan

4. memanjang (seperti pada bantaran
sungai/jalan).

tipologi desa berdasarkan pola mat

pencaharian atau kegiatan utama
masyarakat meliputi:

1. desa pertanian;
2. desa nelayan;

3. desa industri (skala kerajinan dan/atau
manufaktur dengan teknologi
sederhana dan madya); dan

4. desa perdagangan (jasa -jasa).
tipologi desa berdasarkan tingkat
perkembangan kemajuan desa meliputi:

1. DesaMaju atau Desa Pra -Sembada;
2. DesaBerkembang atau Desa Madya ;

3. Desa Tertinggal atau Desa Pra -Madya;
dan

4. Desa Sangat Tertinggal atau Desa
Pratama.

(2) Data tipologi Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf e, bersumber dari
Kementerian Keuangan



Bagian Kelima

Prioritas Penggunaan DD Bidang Pembangunan
Desa

Pasal 17

(1) DD digunakan untuk membiayai pembangunan
Desa yang ditujukan untuk:

a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Desa;

b. peningkatan kualitas hidup manusia; dan
c. penangg ulangan kemiskinan.

(2) Prioritas penggunaan DD diarahkan untuk
pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa
antara lain:

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan,
dan pemeliharaan sarana prasarana dasar
untuk pemenuhan kebutuhan:

1. lingkungan pemukiman;

2. transportasi;

3. energi; dan

4. informasi dan komunikasi.

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan,
dan pemeliharaan sarana prasarana
pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan
kebutuhan:

1. kesehatan masyarakat; dan
2. pendidikan dan kebudayaan.

C. pengadaan, pembangunan, pengembangan,
dan pemel iharaan sarana prasarana
ekonomi untuk mewujudkan Lumbung
Ekonomi Desa, meliputi:

1. usaha ekonomi pertanian berskala
produktif untuk ketahanan pangan;
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2. usaha ekonomi pertanian berskala
produktif meliputi aspek produksi,
distribusi dan  pemasaran  yang
difokuska n kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan; dan

3. usaha ekonomi non pertanian berskala
produktif meliputi aspek produksi,
distribusi dan  pemasaran  yang
difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan.

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan,
dan pemeliharaan sarana prasarana

lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana
alam;

2. penanganan bencana alam; dan
3. pelestarian| ingkungan hidup.

e. pengadaan, pembangunan, pengembangan,
dan pemeliharaan sarana prasarana
lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa dan ditetapkan dalam Musdes.

Pasal 18

Perencanaan kegiatan pembangunan Desa yang
dibiayai DD, dapat mempertimbangkan tipolo
Desa berdasarkan tingkat perkembangan
kemajuan Desa, meliputi:

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat
Tertinggal memprioritaskan kegiatan
pembangunan Desa pada:

1. pengadaan, pembangunan, pengembangan,
dan pemeliharaan sarana prasarana dasar;
dan

gi



pembangunan pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana ekonomi
serta pengadaan produksi, distribusi dan
pemasaran yang diarahkan pada upaya
mendukung pembentukan usaha ekonomi
pertanian  berskala  produktif, usaha
ekonomi  pertanian untuk ketahanan
pangan dan usaha ekonomi lainnya yang
difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan
pembangunan Desa pada:

1

pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan infrastruktur e konomi serta
pengadaan sarana prasarana produksi,
distribusi dan pemasaran untuk
mendukung penguatan usaha ekonomi
pertanian  berskala  produktif, usaha
ekonomi untuk ketahanan pangan dan
usaha ekonomi lainnya yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengemban gan
produk unggulan desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan;  dan

pembangunan dan pemeliharaan
infrastruktur serta pengadaan sarana
prasarana sosial dasar dan lingkungan
yang diarahkan pada upaya mendukung
pemenuhan akses masyarakat Desa
terhadap pe layanan sosial dasar dan
lingkungan.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri
memprioritaskan  kegiatan pembangunan  pada:
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1. pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta
pengadaan sarana prasarana produksi,
distribusi dan pemasaran untuk
mendukung perluasan/ekspansi usaha
ekonomi pertanian berskala produkitif,
usaha ekonomi untuk ketahanan pangan
dan usaha ekonomi lainnya yang
difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan; dan

2. pembangunan dan pemeliharaan
infrastruktur serta pengadaan sarana
prasarana sosial dasar dan lingkungan
yang diarahkan pada upaya mendukung
peningkatan kualitas pemenuhan akses
masyarakat Desa terhadap pelayanan
sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Keenam

Prioritas Penggunaan DD Bidang Pemberdayaan

(1)

(2)

Masyarakat Desa

Pasal 19

DD digunakan untuk membiayai kegiatan
bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang
ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas masyarakat Desa dengan
mendayagunakan potensi dan sum  berdayanya
sendiri sehingga Desa dapat menghidupi
dirinya secara mandiri.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan  meliputi:



peningkatan partisipasi masyarakat dalam
proses perencanaan, pelaksanaan dan
pengawa san pembangunan Desa;

pengembangan kapasitas di Desa meliputi:
pendidikan, pembelajaran, pelatihan,
penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan

materi tentang pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa;

pengembangan ketahanan masyarakat
Desa;

pengelolaan dan  pengembangan sistem
informasi Desa,;

dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan
sosial dasar di bidang pendidikan,
kesehatan, pemberdayaan perempuan dan
anak, serta pemberdayaan masyarakat
marginal dan anggota masyarakat Desa
penyandang disabilitas;

dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian
lingkungan hidup;

dukungan kesiapsiagaan menghadapi
bencana alam dan penanganannya;

dukungan permodalan dan pengelolaan
usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh
BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;

dukungan pengelolaan usa ha ekonomi oleh
kelompok masyarakat, koperasi dan/atau
lembaga ekonomi masyarakat Desa  lainnya;

pengembangan kerja sama antar Desa dan
kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan

bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat
Desa lainnya yang sesuai dengan analisa
kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam
Musdes.
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(3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, diswakelola
oleh Desa atau badan kerja sama antar -Desa.

(4) Swakelola oleh badan kerja sama antar  -Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan
mekanisme kerja sama antar Desa.

Pasal 20

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Desa yang dibiayai DD, dapat mempertimbangkan
tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan
kemajuan Desa , meliputi:

a Desa Terting gal dan/atau Desa Sangat
Tertinggal memprioritaskan kegiatan
pemberdayaan  masyarakat Desa  untuk
merintis Lumbung Ekonomi Desa yang
meliputi:

1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM
Desa Bersama melalui penyertaan modal,
pengelolaan  produksi, distribusi  dan
pemas aran bagi usaha ekonomi pertanian
berskala produktif dan usaha ekonomi
lainnya yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan;

2. pembentukan usaha ekonomi warga/
kelompok, koperasi dan/atau lembaga
ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui
akses permodalan melalui BUM Desa
dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan
produksi, distribusi dan pemasaran bagi
usaha  ekonomi  pertanian berskala
produktif dan usaha ekonomi lainnya yang
difokuskan kepada pe mbentukan dan
pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan; dan



3.

pembukaan lapangan kerja untuk
pemenuhan kebutuhan hidup  bagi
masyarakat Desa.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan
pemberdayaan  masyarakat Desa  untuk
mempe rkuat  Lumbung Ekonomi Desa,
meliputi:

1.

penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa
Bersama melalui penyertaan  modal,
pengelolaan  produksi, distribusi  dan
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian
berskala produktif dan usaha ekonomi
lainnya yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa dan/atau produk unggulan

kawasan perdesaan;

penguatan usaha ekonomi
warga/kelompok, koperasi dan/atau
lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya
melalui akses permodalan melalui BUM
Desa/BUM Desa Bersama, pengelo laan
produksi, distribusi dan pemasaran bagi
usaha  ekonomi pertanian berskala
produktif dan usaha ekonomi lainnya yang
difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan;

peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga
kerja terampil dan pembentukan
wirausahawan di Desa; dan

pengembangan lapangan kerja untuk
pemenuhan kebutuhan hidup  bagi
masyarakat Desa.
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Desa Maju dan/atau Desa Mandiri
memprioritaskan kegiatan pemberdayaan
masyarakat Desa untuk menega  kkan Lumbung
Ekonomi Desa, meliputi:

1. perluasan/ekspansi usaha BUM Desa
dan/atau BUM Desa Bersama melalui
penyertaan modal, pengelolaan produksi,
distribusi dan pemasaran bagi usaha
ekonomi pertanian berskala produktif dan
usaha ekonomi lainnya yang difokus kan
kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan;

2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi
warga/kelompok, koperasi dan/atau
lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya
melalui akses permodalan melalui BUM
Desa dan/atau BUM Desa Bersama,
pengelolaan  produksi, distribusi  dan
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian
berskala produktif dan usaha ekonomi
lainnya yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan;

3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga
kerja ahli di Desa; dan

4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk
pemenuhan  kebutuhan  hidup  bagi
masyarakat Desa.

Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat
Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa
Maju dan/atau Desa  Mandiri memprioritaskan
kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa
untuk merintis dan mengembangkan Jaring

Komunitas Wira Desa, meliputi:



1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan
pelayanan  sosial dasar di  bidang
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan
perempuan d an anak, serta pemberdayaan
masyarakat marginal dan anggota
masyarakat Desa penyandang disabilitas;

2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan
pelestarian lingkungan  hidup;

3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi
bencana alam, penanganan bencana alam,
serta pen anganan kejadian luar biasa
lainnya;

4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa
untuk berpartisipasi dalam mengelola DD
secara transparan dan akuntabel, dan

5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam
memperkuat tata kelola Desa yang
demokratis dan berkeadilan  sosial.

Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat
Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa
Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan
kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa
untuk merintis dan mengembangkan Lingkar
Budaya Desa, meliputi:

1. membentuk dan mengembangkan budaya

hukum serta menegakkan peraturan
hukum di Desa;

2. membentuk dan mengembangkan
keterbukaan informasi untuk mendorong
masyarakat Desa yang partisipatif dan
komunikatif; dan

3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan
budaya Desa.
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Bagian Ketujuh
Laporan Prioritas Penggunaan DD

Pasal 21

Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan
prioritas penggunaan DD kepada Bupati c.q Kepala
BKAD melalui  Camat dengan  tembusan
disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk da n
Keluarga Berencana .

BAB IX

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 22

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD
berpedoman pada  ketentuan  peraturan
perundang -undangan.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD
diutamakan dilakukan secara  swakelola
dengan menggun akan sumber daya/ bahan
baku lokal, dan diupayakan dengan lebih
banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat
Desa setempat.

(3) Kepala Desa bertanggung jawab atas
penggunaan DD.



BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan
pengawasan pengelolaan DD.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah  melalui  Organisasi
Perangkat Daerah yang membidangi dan
Camat, meliputi fungsi pembinaan,
pemantauan, dan evaluasi penggunaan DD

(3) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

meliputi :
a. menetapkan pengaturan yang berkaitan
dengan DD;

b. membuat pedoman teknis kegiatan yang
dapat didanai dari DD;

Cc. melakukan evaluasi dan pengawasan
pelaksanaan penggunaan DD; dan

d. memberikan bimbingan, supervisi dan
konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan
penggunaan DD.

(4) Pembinaan dan pengawasan Camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan
DD;

b. memberikan bimbingan, supervisi dan
konsu ltasi  terkait  penggunaan  dan
pengelolaan DD; dan

c. melakukan pengawasan penggunaan dan
pengelolaan DD.

(5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara khusus
dilaksanakan oleh  APIP.
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BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 29 D esember 2017

BUPATI KULON PROGO,
Cap/ ttd
HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 20 17 NOMOR 98
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I. INDEKS DESA MEMBANGUN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
96 TAHUN 2017

NOMOR

TENTANG

PEDOMAN

PENGGUNAAN,

TATA

CARA

PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 201 8

NO KECAMATAN/ INDEKS DESA STATUS KEMAJUAN
DESA MEMBANGUN DESA
I TEMON

1 | Jangkaran 0,6806 | Berkembang

2 | Sindutan 0,5008 | Tertinggal

3 | Palihan 0,7487 | Maju

4 | Glagah 0,7292 | Maju

5 | Kalidengen 0,5376 | Tertinggal

6 | Plumbon 0,5371 | Tertinggal

7 | Kedundang 0,6332 | Berkembang

8 | Demen 0,6051 | Berkembang

9 | Kulur 0,5935 | Tertinggal
10 | Kaligintung 0,6140 | Berkembang
11 | Temon wetan 0,6692 | Berkembang
12 | Temon kulon 0,6014 | Berkembang
13 | Kebonrejo 0,6266 | Berkembang
14 | Janten 0,5882 | Tertinggal
15 | Karangwuluh 0,6144 | Berkembang

Il WATES

1 | Karangwuni 0,7264 | Maju

2 | Sogan 0,6677 | Berkembang

3 | Kulwaru 0,6364 | Berkembang

4 | Ngestiharjo 0,5899 | Tertinggal

5 | Bendungan 0,7606 | Maju

6 | Triharjo 0,6181 | Berkembang

7 | Giripeni 0,6686 | Berkembang
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PANJATAN

1 | Garongan 0,5327 | Tertinggal
2 | Pleret 0,5608 | Tertinggal
3 | Bugel 0,7012 | Berkembang
4 | Kanoman 0,5348 | Tertin ggal
5 | Depok 0,6087 | Berkembang
6 | Bojong 0,5170 | Tertinggal
7 | Tayuban 0,5815 | Tertinggal
8 | Gotakan 0,6591 | Berkembang
9 | Panjatan 0,6456 | Berkembang

10 | Cerme 0,5897 | Tertinggal

11 | Krembangan 0,5785 | Tertinggal

v GALUR
1 | Banaran 0,7448 | Maju
2 | Krangga n 0,6826 | Berkembang
3 | Nomporejo 0,6865 | Berkembang
4 | Karangsewu 0,7044 | Berkembang
5 | Tirtorahayu 0,6482 | Berkembang
6 | Pandowan 0,6696 | Berkembang
7 | Brosot 0,7142 | Maju
\Y LENDAH

1 | Wahyuharjo 0,6068 | Berkembang
2 | Bumirejo 0,6340 | Berkembang
3 | Jatirejo 0,6001 | Berkembang
4 | Sidorejo 0,6353 | Berkembang
5 | Gulurejo 0,6407 | Berkembang
6 | Ngentakrejo 0,6972 | Berkembang




VI SENTOLO
1 | Demangrejo 0,6277 | Berkembang
2 | Srikayangan 0,5724 | Tertinggal
3 | Tuksono 0,5837 | Tertinggal
4 | Salamrejo 0,6363 | Berkembang
5 | Sukoreno 0,6790 | Berkembang
6 | Kaliagung 0,6641 | Berkembang
7 | Sentolo 0,6944 | Berkembang
8 | Banguncipto 0,6629 | Berkembang
VIl PENGASIH
1 | Tawangsari 0,6468 | Berkembang
2 | Karangsari 0,6732 | Berkembang
3 | Kedungsari 0,6989 | Berkembang
4 | Margosari 0,7132 | Maju
5 | Pengasih 0,7319 | Maju
6 | Sendangsari 0,7136 | Maju
7 | Sidomulyo 0,6286 | Berkembang
VI KOKAP
1 | Hargomulyo 0,7074 | Maju
2 | Hargorejo 0,6097 | Berkembang
3 | Hargowilis 0,6055 | Berkembang
4 | Kalirejo 0,6617 | Berkembang
5 | Hargotirto 0,6139 | Berkembang
IX GIRIMULYO
1 | Jatimulyo 0,6219 | Berkembang
2 | Giripurwo 0,6578 | Berkembang
3 | Pendoworejo 0,5808 | Tertinggal
4 | Purwosari 0,5991 | Berkembang
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X NANGGULAN

1 | Banyuroto 0,5976 | Tertinggal

2 | Donomulyo 0,7127 | Maju

3 | Wijimulyo 0,7375 | Maju

4 | Tanjungharjo 0,7399 | Maju

5 | Jatisarono 0,7502 | Maju

6 | Kembang 0,6975 | Berkembang
Xl SAMIGALUH

1 | Kebonharjo 0,5047 | Tertinggal

2 | Banjarsari 0,5396 | Tertinggal

3 | Purwoharjo 0,5989 | Berkembang

4 | Sidoharjo 0,5923 | Tertinggal

5 | Gerbosari 0,7856 | Maju

6 | Ngargosari 0,6966 | Berkembang

7 | Pagerharjo 0,5765 | Tertinggal
Xl KALIBAWANG

1 | Banjararum 0,7412 | Maju

2 | Banjarasri 0,6586 | Berkembang

3 | Banjarharjo 0,6578 | Berkembang

4 | Banjaroyo 0,6386 | Berkembang
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PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD 201 8

Penggunaan DD mendasarkan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang DD yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1)
disebutkan bahwa DD digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dan
selanjutnya pada Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa DD
diprioritaskan  untuk membiayai pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat, sehingga prioritas penggunaan
DD harus memenuhi tujuan pembangunan  dan
pemberdaya an masyarakat Desa.

A.  Prioritas Penggunaan DD.

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan DD harus memberikan manfaat
yang sebesar -besarnya dengan memprioritaskan
kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk
dilak sanakan, serta lebih  dibutuhkan dan
berhubungan langsung dengan  kepentingan
sebagian besar masyarakat Desa.

Sejalan dengan tujuan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa, maka kegiatan
kegiatan yang dibiayai DD dipilih harus dipastikan
kemanfaatannya untuk :

a) meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan
dan kebudayaan;

b) meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan
ekonomi keluarga; dan

Cc) meningkatkan  penanggulangan  kemiskinan
melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di
Desa, warga penyandang disabilitas dan
marginal;



Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan
yang dibiayai DD, maka penentuan prioritas
kegiatan dilakukan dengan cara :

a) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi
peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan
warga Desa lebih diutamakan;

b) kegiatan yang sema kin bermanfaat bagi
pembukaan lapangan kerja dan peningkatan
pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan

C) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi
penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Pembangunan Desa harus mengedepankan
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan
guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian
dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan
dan kegotongroyongan dalam pembangunan Desa
diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat
Desa dalam per encanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
Dengan demikian, kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa
harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat
Desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasannya.

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan
kegiatan prioritas penggunaan DD dilakukan dengan
cara:

a) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar

masya rakat Desa lebih diutamakan,
dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau
lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
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b) kegiatan yang direncanakan dan dikelola
sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau
diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama
masyarakat Desa | ebih diutamakan
dibandingkan dengan kegiatan yang tidak
melibatkan masyarakat Desa; dan

C) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya
oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan
pemenuhan k ebutuhan dasar, pembangunan sarana
dan prasarana Desa, pengembangan potensi
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam
dan lingkungan secara berkelanjutan.

Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa
dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan
kegiat an yang dibiayai dengan DD harus memiliki
rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya,
pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya.
Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan
keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai
dengan DD.

Prioritas Berdasarkan Kepas tian adanya
Pengawasan

DD digunakan untuk membiayai kegiatan
kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan
secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa
harus memiliki peluang sebesar -besarnya untuk
mengawasi penggu naan DD. Oleh karena itu,
kegiatan yang dibiayai dari DD harus dipublikasikan
kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang
dapat diakses masyarakat Desa.



Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi
Desa

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa
melalu i pendayagunaan sumberdaya manusia dan
sumberdaya alam Desa dengan mengutamakan
mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong
masyarakat.

Perencanaan kegiatan Desa dapat
mempertimbangkan Tipologi Desa. Tipologi Desa
merupakan fakta, karakteristik dan kond isi nyata

yang khas, keadaan terkini di Desa, maupun
keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan
akan terjadi dimasa depan.

Pengelompokkan tipologi Desa dapat diuraikan
sekurang -kurangnya berdasarkan :

a) tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi :

1) Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan
antar warga Desa masih kuat);

2) Desa teritorial (sebagai tempat pemukiman
warga dengan beragam asal keturunan); dan

3) Desa campuran geneologis -teritorial.
b) tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi :
1) Desa pesisir/De sa pantai;
2) Desadataran rendah/lembah;
3) Desa dataran tinggi; dan
4) Desa perbukitan/pegunungan.

C) tipologi Desa berdasarkan pola permukiman
meliputi :

1) Desadengan permukiman menyebar;
2) Desa dengan permukiman melingkar;
3) Desa dengan permukiman mengumpul; dan

4) Desa dengan permukiman memanjang
(seperti pada bantaran sungai/pinggir jalan).
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d) tipo logi Desa berdasarkan polamata  pencaharian
atau kegiatan utama masyarakat meliputi :

1) Desa pertanian;
2) Desa nelayan;

3) Desa industri (skala kerajinan dan/atau
manufaktur dengan tekno  logi sederhana dan
madya); dan

4) Desa perdagangan (jasa-jasa).

e) Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan
kemajuan Desa meliputi :

1) Desasangat tertinggal;
2) Desa tertinggal;

3) Desa berkembang;

4) Desa maju; dan

5) Desa mandiri.

Penetapan Penggunaan DD

Pen etapan Penggunaan DD berdasarkan
Kewenangan Desa

Kewenangan Desa untuk mengatur dan
mengurus dibatasi pada urusan :

a) kewenangan Desa berdasarkan hak asal  -usul;
dan

b) kewenangan lokal berskala Desa.

Tata cara penetapan kewenangan Desa
dimaksud diatur ber dasarkan :

a) Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa;
b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang  -Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;



c) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;

d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
tentang Kewenangan Desa

Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah
sebagai berikut:

a) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan
inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan Ilokal berskala Desa
dengan melibatkan Desa;

b) berdasarkan hasil identifikasi dan inventa risasi
kewenangan Desa, Bupati menetapkan
Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan; dan

c) Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan
Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan
lokal berdasarkan Peraturan Bupati tentang
Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Kegiata n-kegiatan yang dibiayai dengan DD
harus berdasarkan kewenangan Desa yang sudah
ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Kegiatan yang dibiayai DD wajib masuk dalam
Peraturan Desa te ntang Kewenangan Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa.
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Penetapan Penggunaan DD sebagai Bagian
Perencanaan Desa

Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan
Pembangunan Desa berdasarkan Peraturan Desa
tentang Kewenangan Berdasark an Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan
mengacu pada  perencanaan pembangunan
Kabupaten.

Dokumen perencanaan pembangunan Desa
disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan
Peraturan Desa, yaitu :

a) RPJM Desa; dan
b) RKP Desa.

Dokumen  perencanaan pembangunan Desa
merupakan pedoman dalam penyusunan APB Desa,
dimana salah satu sumber pendapatan Desa yaitu
DD.

Perencanaan penggunaan DD merupakan
bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang
dituangkan dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB
Desa.

Penetapan Penggunaan DD melalui Musdes

Perencanaan penggunaan DD dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Desa tentang Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan  Kabupaten dan penga  mbilan
keputusannya harus dilaksanakan melalui Musdes.

BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat
menyelenggarakan Musdes untuk membahas dan
menyepakati penetapan penggunaan DD.

Kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan
DD yang merupakan hasil Musdes menjadi dasar
bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam menetapkan
kebijakan Pemerintahan Desa.



4. Penggunaan DD diatur melalui Peraturan Desa

Penetapan penggunaan DD disusun oleh Kepala
Desa dan BPD melalui Musdes yang dituangkan
dalam :

a) Peraturan Desatenta ng RPJM Desa;
b) Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
c) Peraturan Desa tentang APB Desa.

Keputusan dalam Musdes harus dapat
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
Desa.

Peraturan Desa tentang RKP Desa dan
Peraturan Desa tentang APB Desa disusun ses uai
dengan kepentingan masyarakat umum dan taat
pada peraturan perundang -undangan yang berlaku.
Dalam hal penggunaan DD yang tertuang dalam
RKP Desa dan APB Desa yang bertentangan dengan
kepentingan masyarakat umum dan/atau
ketentuan peraturan perundang -undangan yang
berlaku, Bupati wajib membatalkan pada saat
evaluasi APB Desa.

Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan DD
Mekanisme penetapan prioritas penggunaan DD

merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dan

penganggaran Desa yang dituangkan dalam dokumen :

1. RPJM Desa;

2. RKP Desa; dan

3. APB Desa.

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan DD
adalah sebagai berikut :

1. Tahap Musdes

Musdes merupakan forum musyawarah antara
BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh BPD u  ntuk menyepakati
hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan DD
dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang
lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis,
dan transparan.
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Penetapan prioritas penggunaan DD
merupakan bagian dari hal -hal strategis di D esa,
sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam
Musdes. Pembahasan penetapan prioritas
penggunaan DD dilakukan di forum Musdes untuk
penyusunan RKP Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan DD dalam
Musdes berdasarkan usulan, aspirasi dan
kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil
kesepakatan Musdes terkait prioritas penggunaan
DD harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara
yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan
perundang -undangan tentang Musdes.

Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib m empedomani hasil
kesepakatan Musdes berkaitan dengan prioritas
penggunaan DD. Kegiatan -kegiatan yang disepakati
untuk dibiayai dengan DD termuat dalam dokumen
rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP
Desa khususnya terkait penggunaan DD,
Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban
menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di
wilayahnya tentang informasi sebagai berikut :

a) pagu indikatif DD; dan

b) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan
Desa yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu ind ikatif DD beserta data
IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan
DD dengan berdasarkan perhitungan terhadap :

a) kemanfaatan hasil kegiatan;

b) usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta
peran  serta masyarakat Desa  dalam
pelaksanaan kegiatan;

Cc) pengelolaan da n pemanfaatan hasil kegiatan
serta perawatan dan pelestariannya;

d) pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan
kegiatan;



€) pendayagunaan sumberdaya manusia,
sumberdaya alam serta sumberdaya lainnya
dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola
secara mandiri oleh De sa; dan

f) tipologi Desa untuk memastikan bahwa
pelaksanaan kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai
DD sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di
Desa.

Contoh penetapan prioritas penggunaan DD
berdasarkan tipologi Desa :

Desa A : tipologi Desa perbukitan
perkebunan/ perladangan -
campuran -tertinggal dan sangat

tertinggal

DesaB : tipologi Desa lembah -
pertanian/sawah -teritorial -
berkembang

DesaC : tipologi Desa pesisir -nelayan -

geneologis -maju dan mandiri

Tahap Penetapan RKP  Desa

Rancan gan RKP Desa yang memuat rencana
kegiatan -kegiatan yang akan dibiayai dengan DD
disampaikan kepada masyarakat melalui
Musrenbangdes yang dihadiri oleh BPD dan unsur
masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk

didaalamnya prioritas kegiatan yang dibiayai dari
DD harus dibahas dan disepakati dalam
Musrenbangdes. Hasil kesepakatan dalam

musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala
Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa
tentang RKP Desa.
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Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa
Kegiatan  yang dibiayai DD dis usun

berdasarkan Peraturan Bupati ini dan mengacu
pada RKP Desa sesuai daftar urutan kegiatan yang
sudah ditetapkan. Rencana kegiatan yang dibiayai

DD merupakan bagian dari kegiatan desa yang
dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa.

Tahap Evaluasi Rancangan APB Desa

Bupati melakukan evaluasi rencana
penggunaan DD yang dituangkan dalam
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa didelegasikan dari Bupati kepada Camat.

Evaluasi rencana pe nggunaan DD bertujuan
untuk memastikan bahwa kegiatan -kegiatan yang
dibiayai DD memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a) termasuk bagian dari kewenangan Desa
berdasarkan hak asul -usul dan kewenangan
lokal berskala Desa;

b) termasuk dalam Bidang Pembangunan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,;

c) tidak tumpang tindih dengan
program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan
Pemerintah Kabupaten; dan

d) prioritas penggunaan DD vyang tercantum
dalam Rancangan APB Desa sesuai dengan
peratu ran perundang -undangan.



V. RINCIAN BIDANG DAN KEGIATAN PRIORITAS
PENGGUNAAN DD 201 8

A.

Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulang an kemiskinan melalui
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana
dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi
lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan
lingkungan secara berkelanjutan.

Kegiatan pada Bidang Pembangunan Desa yang
dapat dibiayai D D meliputi :

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana Desa

a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan sarana
dan prasarana lingkungan pemukiman, antara
lain :

1) pembangunan d an/atau perbaikan rumah
sehat untuk fakir miskin;

2) penerangan lingkungan  pemukiman;
3) pedestrian;

4) drainase;

5) selokan;

6) tempat pembuangan sampah;

7) gerobak sampah;

8) kendaraan pengangkut sampabh;

9) mesin pengolah sampah; dan

10) sarana prasarana lingkungan pemukiman
lainny a yang sesuai dengan kewenangan
Desa dan diputuskan dalam Musdes.
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b)

d)

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana transportasi,
antara lain :

1) tambatan perahu;
2) jalan pemukiman;
3) jalan poros Desa;

4) jalan Desa antara permukiman ke wilaya
pertanian;

5) jalan Desa antara permukiman ke lokasi
wisata;

6) jembatan Desa;
7) gorong-gorong;
8) terminal Desa; dan

9) sarana prasarana transportasi lainnya
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musdes.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana energi,
antara lain:

1) pembangkit listrik tenaga  mikrohidro;
2) pembangkit listrik tenaga  diesel;

3) pembangkit listrik tenaga  matahari;
4) instalasi biogas;

5) jaringan distribusi tenaga listrik; dan

6) sarana prasarana energi lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musdes.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana informasi
dan komunikasi, antara  lain:

1) jaringan internet untuk warga Desa;
2) website Desa;
3) peralatan pengeras suara  (loudspea ker);



4)  telepon umum;
5) radio Single Side Band (SSB); dan

6) sarana prasarana komunikasi lainnya
yang sesuai dengan kewenangan Desa
dan diputuskan dalam Musdes.

2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap
Pelayanan Sosial Dasar

a)

b)

Pengadaan, pembangunan, pengembanga n dan
pemeliharaan sarana prasarana kesehatan,
antara lain :

1) air bersih berskala Desa;

2) sanitasi lingkungan;

3) jambanisasi;

4) mandi, cuci, kakus  (MCK);

5) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa,;
6) alat bantu penyandang disabilitas;

7) panti rehabilitasi penyandang disa bilitas;
8) balai pengobatan;

9) posyandu;

10) poskesdes/polindes;

11) posbindu;

12) reagen rapid tes kid untuk menguiji
sampel -sampel makanan; dan

13) sarana prasarana kesehatan lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musdes.

Pengadaan, pembangunan, peng embangan dan
pemeliharaan sarana prasarana pendidikan
dan kebudayaan antara lain :

1) taman bacaan masyarakat;
2) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
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3) buku dan peralatan belajar Pendidikan
Anak Usia Dini lainnya,;

4) wahana permainan anak di Pendidikan
Anak Usia Dini ;

5) taman belajar keagamaan;

6) bangunan perpustakaan  Desa;

7) buku/bahan bacaan;

8) balai pelatihan/kegiatan belajar
masyarakat;

9) sanggar seni;

10) film dokumenter;

11) peralatan kesenian; dan

12) sarana  prasarana  pendidikan dan
kebudayaan lainnya yang sesuai dengan

kewenangan D esa dan diputuskan dalam
Musdes.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi
Desa

a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana produksi
usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan
usaha pertanian berskala produktif yang
difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk  unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain:

1) bendungan berskala kecil;

2) pembangunan atau perbaikan embung;
3) irigasi Desa;

4) percetakan lahan pert anian;

5) kolam ikan;



b)

6) kapal penangkap ikan;

7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
8) tambak garam;

9) kandang ternak;

10) mesin pakan ternak;

11) gudang penyimpanan sarana produksi
pertanian (saprotan); dan

12) sarana prasarana produksi pertanian
lainnya yang sesuai dengan k ewenangan
Desa dan diputuskan dalam Musdes.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana
pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan
pangan dan usaha pertanian yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

1) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai
jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra,
dan tempat penjemuran  ikan;

2) lumbung Desa;
3) gudang pendingin (cold storage ); dan

4) sarana dan prasarana pengola han hasil
pertanian lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musdes.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan
industri  kecil yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk
unggula n desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara  lain :

1) mesin jahit;
2) peralatan bengkel kendaraan  bermotor;
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d)

3) mesin bubut untuk mebeler; dan

4) sarana dan prasarana jasa dan industri
kecil lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musdes.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana
pemasaran yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara  lain :

1) pasar Desa;

2) pasar sayur;

3) pasar hewan;

4) tempat pelelangan ikan;
5) toko online;

6) gudang barang; dan

7) sarana dan prasarana pemasaran lainnya
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musdes.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana Desa
Wisata, antar a lain :

1) pondok wisata;

2) panggung hiburan;

3) kios cenderamata;

4) kios warung makan;

5) wahana permainan anak;
6) wahana permainan outbound;
7) taman rekreasi;

8) tempat penjualan tiket;

9) rumah penginapan;



10) angkutan wisata; dan

11) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya
yang se suai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musdes.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi
Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi
yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain :

1) penggilingan padi;

2) peraut kelapa;

3) penepung biji -bijian;

4) pencacah pakan ternak;

5) sangrai kopi;

6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
7) pompa air;

8) traktor mini; dan

9) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam Musdes.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan sarana prasarana untuk
pelestarian lingkungan hidup antara lain :

a) pembuatan terasering;

b) kolam untuk mata  air;

C) plesengan sungai;

d) pencegahan abrasi pantai; dan

e) sarana prasarana untuk pelestarian

lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musdes.
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5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana untuk
penanggulangan  bencana  alam  dan/atau
ke jadian luar biasa lainnya yang meliputi :

a) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana
gunung berapi;

b) pembangunan gedung pengungsian;

C) pembersihan lingkungan perumahan yang
terkena bencana alam;

d) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan
perumahan yang terkena be ncana alam; dan

€) sarana prasarana untuk penanggulangan
bencana yang lainnya sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musdes.

Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa.

Pemberdayaan masyarakat Desa merupakan
perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan
gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola
Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan
lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan
lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa
dilaksanakan melalui upaya pengembangan
keman dirian dan kesejahteraan masyarakat dengan
meningkatkan  pengetahuan, sikap, keterampilan,
perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa yang dapat dibiayai DD meliputi :
1 Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap
Pelayanan Sosial Dasar

a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan
masyarakat, antara lain :



1) penyediaan air bersih;

2) pelayanan kesehatan lingkungan;

3) kampanye dan promosi hidup sehat guna
mencegah  penyakit seperti  penyakit
menular, penyakit seksual, HIV/AIDS,
tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus
dan gangguan jiwa;;

4) bantuan insentif untuk kader ke sehatan

masyarakat;
5) pemantauan pertumbuhan dan
penyediaan makanan sehat untuk
peningkatan gizi bagi balita dan anak
sekolah;

6) kampanye dan promosi hak -hak anak,
ketrampilan  pengasuhan anak dan
perlindungan Anak;

7) pengelolaan balai pengobatan Desa dan

persali nan;

8) perawatan kesehatan dan/atau
pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan
menyusui;

9) pengobatan untuk lansia;
10) keluarga berencana;

11) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi
penyandang disabilitas;

12) pelatihan kader kesehatan ~ masyarakat;

13) pelatihan hak -hak anak, ke trampilan
pengasuhan anak dan perlindungan Anak;

14) pelatihan pangan yang sehatdan  aman;

15) pelatihan kader Desa untuk pangan yang
sehat dan aman; dan

16) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan
masyarakat Desa lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputu  skan
dalam Musdes.
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b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan
dan kebudayaan antara lain :

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7

bantuan insentif guru PAUD;

bantuan insentif guru taman belajar
keagamaan;

penyelenggaraan pelatihan  kerja;
penyelengaraan kursus seni  budaya;
bantuan pemberdayaan bi  dang olahraga;

pelatihan pembuatan film dokumenter,;
dan

kegiatan pengelolaan pendidikan dan
kebudayaan lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musdes.

Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan

berdasarkan  kemampuan teknis dan sum ber

daya local yang tersedia
pengelolaan lingkungan perumahan Desa,
antara lain :

a)

b)

1)

pengelolaan sampah berskala rumah
tangga;

2) pengelolaan sarana pengolahan air limbabh;
dan

3) pengelolaan lingkungan pemukiman
lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa dan diputu skan dalam Musdes.

pengelolaan transportasi Desa, antara lain :

1) pengelolaan terminal Desa;

2) pengelolaan tambatan perahu; dan

3) pengelolaan transportasi lainnya yang

sesuai dengan kewenangan Desa yang
diputuskan dalam Musdes.



c)

d)

pengembangan energi terbarukan, a  ntara lain:

1) pengolahan limbah peternakan untuk
energi biogas;

2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;

3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi
biodiesel;

4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga
angin; dan

5) Pengembangan energi terbarukan lainnya

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan

diputuskan dalam Musdes.

pengelolaan informasi dan komunikasi, antara
lain :

1) sisteminformasi Desa;
2) koran Desa;

3) website Desa;

4) radio komunitas; dan

5) pengelolaan informasi dan komunikasi
lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa dan diput uskan dalam Musdes.

pengelolaan usaha ekonomi produktif serta
pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

a)

pengelolaan produksi usaha pertanian untuk
ketahanan pangan dan usaha pertanian yang
difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk  unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain :

1) pembibitan tanaman pangan;
2) pembibitan tanaman keras;
3) pengadaan pupuk;

4) pembenihan ikan air  tawar;
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b)

5) pengelolaan usaha hutan  Desa;
6) pengelolaan usaha hutan  sosial;
7) pengadaan bibit/induk ternak;
8) insemina si buatan;

9) pengadaan pakan ternak; dan

10) sarana dan prasarana produksi pertanian
lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa dan diputuskan dalam Musdes.

pengolahan hasil produksi usaha pertanian

untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian
yang difokuskan kepa da pembentukan dan
pengembangan produk  unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain :

1) tepung tapioka;
2) kerupuk;

3) keripik jamur;
4) keripik jagung;
5) ikan asin;

6) abon sapi;
7) susu sapi;
8) kopi;

9) coklat;

10) karet; dan

11) pengolahan hasil pertanian lain  nya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musdes.

pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang
difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk  unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain :



d)

1) meubelair kayu dan rotan,

2) alat-alatrumah tangga,

3) pakaian jadi/konveksi

4) kerajinan tangan;

5) kain tenun;

6) kain batik;

7) bengkel kendaraan bermotor;

8) pedagangdi pasar;

9) pedagang pengepul; dan

10) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
dipu tuskan dalam Musdes.

pendirian dan pengembangan BUM Desa

dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain :

1) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa
Bersama,;

2) penyertaan modal BUM Desa dan/atau
BUM Desa Bersama;

3) penguatan permodalan BUM Desa
dan/atau BUM Desa Bersama;da n

4) kegiatan pengembangan BUM  Desa
dan/atau BUM Desa Bersama lainnya

yang sesuai dengan kewenangan Desa
diputuskan dalam Musdes.

pengembangan usaha BUM Desa dan/atau
BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa da n/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara  lain:

1) pengelolaan hutan Desa;
2) pengelolaan hutan Adat;
3) industriair minum;

4) industri pariwisata Desa;
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9)

5) industri pengolahan ikan; dan

6) produk unggulan lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa diputuskan
dalam Musdes.

pengembangan usaha BUM Desa dan/atau

BUM Desa Bersama yang difokuskan pada

pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :

1) pembangunan dan penyewaan sarana
prasarana olahraga;

2) pengadaan dan penyewaan alat
transportasi;

3) pengadaan dan penyewaan perala tan
pesta; dan

4) pengadaan atau pembangunan sarana
prasarana lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musdes.

pembentukan dan pengembangan usaha
ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang
difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan p roduk  unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain :

1) hutan kemasyarakatan;
2) hutantanaman rakyat;
3) kemitraan kehutanan;
4) pembentukan usaha ekonomi  masyarakat;

5) bantuan sarana produksi, distribusi dan
pemasaran untuk usaha ekonomi
masya rakat; dan

6) pembentukan dan pengembangan usaha
ekonomi lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musdes.



h) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi
Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi
yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk  unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain :

1) sosialisasi TTG;

2) pos pelayanan teknologi Desa
(Posyantekdes) dan/atau antar Desa;

3) percontohan TTG untuk  produksi
pertanian, pengembangan sumber energi

perdesaan, pengembangan s arana
transportasi dan  komunikasi  serta
pengembangan jasa dan industri kecil, dan

4) pengembangan dan pemanfaatan TTG
lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa dan diputuskan dalam Musdes.

i) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha
BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang
difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk  unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain :

1) penyediaan informasi harga/pasar;

2) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha
ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;

3) kerjasam a perdagangan antar Desa;

4) kerjasama perdagangan dengan pihak
ketiga; dan

5) pengelolaan pemasaran lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa yang
diputuskan dalam Musdes.
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Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa

dalam menghadapi bencana serta kejadian luar

biasa lainnyayang meliputi :

a) penyediaan layanan informasi tentang bencana
alam;

b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam
menghadapi bencana alam;

C) pelatihan tenaga sukarelawan untuk
penanganan bencana alam; dan

d) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang
lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang
diputuskan dalam Musdes.

pelestarian lingkungan hidup antara lain :
a) pembibitan pohon langka;
b) reboisasi;

c) rehabilitasi lahan gambut;

d) pembersihan daerah aliran  sungai;
e) pemeliharaan hutan  bakau;

f)  perlindungan terumbu karang; dan

g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa yang diputuskan dalam
Musdes.

Pemberdayaan masyarakat Desa untuk
memperkuat tata kelola Desa yang demokratis
dan berkeadilan  sosial

a) mendorong partisipasi masyarakat dalam
perencanaan dan pembanguna n Desa yang
dilaksanakan secara swakelola oleh Desa,
antara lain:

1) pengembangan sistem informasi Desa;

2) pengembangan pusat kemasyarakatan
Desa dan/atau balai rakyat; dan

3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa yang diputuskan dalam
Musdes.



b)

d)

menge mbangkan  program dan  kegiatan
pembangunan Desa secara berkelanjutan
dengan mendayagunakan sumber daya
manusia dan sumber daya alam yang ada di
Desa, antara lain :

1) penyusunan arah pengembangan Desa;

2) penyusunan rancangan program/kegiatan
pembangunan Desa yan g berkelanjutan;
dan

3) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan
Desa dan diputuskan dalam Musdes.

menyusun perencanaan pembangunan Desa
sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai
kearifan lokal, antara  lain :

1) pendataan potensi dan aset Desa;
2) penyusunan profi | Desa/data Desa;
3) penyusunan peta aset Desa; dan

4) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan
Desa yang diputuskan dalam Musdes.

menyusun perencanaan dan penganggaran

yang berpihak kepada kepentingan warga

miskin, warga disabilitas, perempuan, anak,
dan kelompo k marginal, antara lain :

1) sosialisasi penggunaan DD;

2) penyelenggaraan musyawarah kelompok
warga miskin, warga disabilitas,
perempuan, anak, dan kelompok marginal;

3) penyusunan usulan kelompok warga
miskin, warga disabilitas, perempuan,
anak, dan kelompok marg inal; dan

4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa yang diputuskan dalam
Musdes.
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9)

h)

mengembangkan sistem transparansi dan
akuntabilitas dalam pelaksanaan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Desa, antara lain :

1) pengembangan sistem administrasi
keuangan dan aset Desa berbasis data
digital;

2) pengembangan laporan keuangan dan aset
Desa yang terbuka untuk  publik;

3) pengembangan sistem informasi Desa; dan

4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa yang diputuskan dalam
Musdes.

mendorong partisip asi masyarakat dalam
penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan
melalui Musdes, antara lain

1) penyebarluasan informasi kepada
masyarakat Desa perihal hal - hal strategis
yang akan dibahas dalam Musdes;

2) penyelenggaraan Musdes; dan

3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa yang diputuskan dalam
Musdes.

melakukan pendampingan masyarakat Desa
melalui pembentukan dan pelatihan kader
pemberdayaan masyarakat Desa  yang
diselenggarakan di Desa.

menyelenggarakan peningkatan kualitas dan
kapasitas sumber daya m anusia masyarakat
Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi
Desa yang difokuskan kepada pembentukan
dan pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain :



1)

2)
3)

4)

pelatihan usaha pertanian, perikanan,
perkebunan, industri kec il dan
perdagangan;

pelatihan teknologi tepat  guna;

pelatihan kerja dan ketrampilan bagi
masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan

kegiatan peningkatan kapasitas lainnya
untuk mendukung pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggu lan kawasan
perdesaan yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musdes.

melakukan pengawasan dan pemantauan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
pembangunan Desa yang dilakukan secara
partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

pemantau an berbasis komunitas;
audit berbasis komunitas;
pengembangan unit pengaduan di Desa;

pengembangan bantuan hukum dan
paralegal Desa untuk penyelesaian
masalah secara mandiri oleh  Desa;

pengembangan kapasitas paralegal Desa;

penyelenggaraan Musdes untuk
pertanggungjawaban dan serah terima
hasil pembangunan Desa; dan

kegiatan lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa yang diputuskan
dalam Musdes.
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C. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk
dibiayai DD

1

Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis -
jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang
tercantum dalam pedoman umum ini, dengan
syarat kegiatan yang dipilih harus :

a) tercantum dalam Peraturan Bupati tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala

Desa;
b) tercantum dalam Peraturan Desa tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal  -Usul

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan

0O termasuk dalam Bidang Pembangunan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat = Desa.

Pengembangan kegiatan di  luar prioritas penggunaan
DD

Dalam hal Desa bermaksud membiayai
kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, khususnya untuk
pembangunan Kantor Desa bagi Desa yang belum
memiliki Kantor Kepala Desa dan/atau Bidang
Pembinaan Kemasyarakatan atau d  engan kata lain
penggunaan DD di luar kegiatan yang menjadi
prioritas, dapat dilakukan apabila  Bupati
menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan
masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi
seluruhnya oleh Desa dan dibu  ktikan dengan ijin
tertulis dari Bupati.



VI.

LAPORAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD

Pelaporan  penetapan  prioritas  penggunaan DD
merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi
mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari
mekanisme pene tapan prioritas penggunaan DD.

Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas
penggunaan DD kepada Bupati dengan dilampiri dokumen
sebagai berikut :

a Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan
Hak Asal -Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,;

b. Peraturan Desa tentang RKP  Desa;
Peraturan Desa tentang APB Desa; dan

d. Laporan realisasi penggunaan DD.

Apabila dipandang perlu untuk dilaporkan secara
mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar
mekanisme laporan berkala. Pelaporan khusus tidak terbatas
waktu dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.
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